PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR /0 TAHUN 2007

TENTANG
PAJAK HOTEL .
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG‘ MAHA ESA
BUPATI LEBONG

Menimbang . a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan
perekonomian di Kabupaten Lebong, maka perlu
diupayakan untuk meningkatkan pembangunan
sehingga kemakmuran  dan kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Lebong dapat terwujud,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas
maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan
terutama di  sektor Pajak Hotel  yang
memungkinkan untuk dapat meningkatkan PAD
Kabupaten Lebong;

c. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas.
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

, Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran -,
Negara Rl Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 2828),

2. U'1daquUndang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Rl Tahun 1990
Nozn;c)ar 78, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
3427),

3. Un;iang~Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembar.an Negara RI Nomor 3685), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 ( Lembaran Negara Rl Tahun 2000

ygqnéc;r 46, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentany

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupalen
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4349);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggant!
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangd
Perubahan Atas Undang-Undang Nomof 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4493) yand telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara R| Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 20 Tahun
1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor
9 tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Rl Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 2854);

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1883
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Rl Tahun 1983 Nomor 36
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3258); ‘

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

1.

tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lemb
Negara RI Nomor 4138), wren

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tah

. un 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemi:aran

Negara Rl Tahun 2007 Nom
Lembaran Negara Rl Nomor 47:§J7r) 82, Tambahan
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006 lentang Jenis dan Bentuk Produk Hulkum
Daerah;

13, Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006 lentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 tentang lLembaran Daerah dan Berita
Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG PAJAK HOTEL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintéh Kabupaten Lebong;

¢. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong,

d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

e. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Pembangunan Daerah;

f.  Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya
Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentu};
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial, Politik, atau organisasi yané
sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya:
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Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk
menginap/istirahat, memperaleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, lermasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali unluk pertokoan dan perkantoran.
termasuk dalam katagori ini adalah rumah penginapan lainnya, antara lain

Gubuk Pariwisata (coltage) adalah Usaha Hotel yang bangunannya
berbentuk rumah dengan pekarangan:

Motel (houstel) adalah bentuk usaha yang menggunakan bangunan atau
sebahagian dari padanya lerletak diluar kota jauh dari jalan raya dimana
orang yang berkendaraan dapat menginap serta menempatkan
kendaraannya di garasi atau dekal pintu tidurnya dengan pembayaran,

Losmen adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebaghagian

dari padanya, khusus disediakan untuk setiap orang dapat menginap tanpa
makan dengan pembayaran:

Wisma Pariwisata adalah usaha yang menggunakan bangunan atau
sebahagian dari padanya, dimana setiap orang dapat memperoleh
penginapan dan makanan tanpa fasilitas lainnya dengan pembayaran,

5. Pasenggerahan adalah usaha yang menggunakan bangunan atau
sebahagian dari padanya yang terlelak di luar kota tidak jauh dari jalan

raya, dimana setiap orang dapat beristirahat menginap, makan dan mandi
dengan pembayaran,

Tempat Kost adalah usaha yang menggunakan rumah tempat tinggal,

dimana orang dapat memperoleh penginapan dengan atau tanpa makan
dengan pembayaran;

Pondok (home stay) adalah usaha yang menggunakan rumah tempat

tinggal, dimana orang dapat memperoleh penginapan dengan atau tanpa
makan dan rencana kekeluargaan dengan pembayaran;

Bungalow dan atau Villa adalah rumah yang diberikan kepada yang

mempunyai hak kebendaan atas Bungalow dan atau Villa tersebut,

mempunyai kesempatan untuk istirahat disamping rumah tempat tinggalnya
. sebagai usaha penginapan dan disewakan kepada orang lain atau umum.

. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas pelayanan Hotel |
termasuk rumah penginapan lainnya,

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang digunakan oleh _WajlblPajak untuk melaporkan perhitungan dan
atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau

harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan
Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalan surat

ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yan
terutang; 9
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K. g}ifjrt‘:kegrc]:roli‘:%a?\jvgﬁgrah Yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
Plgjak yang terutang];| kg a}gk L[')muk melakukan pembayaran atau penyetoran
ditetapkan oleh Bupati: S Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang

I S;r;ltDé(BEtzici!;ga Pajak Daerah Kuréng Bayar yang selanjutnya disingkat
Sokok pajak a:ura-t ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumian
F!;embayaran pgkokg plaej?;ttar;g' Jumieh kredt peisk, jumian kek(878CC

. be : o i i h yan
masih harus dibayar; samya sanksi admiistrasi dan jumlan Yan9

m.'Surat Ketetapan Pajak Daerah Kura ng selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat il BSyes TSTIShan oot

: ; ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditelapkan;p PRISSYSI

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Ba ' t disingkat
yar, yang selanjutnya dapat dising
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang

Surat Keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran Retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan
tidak harusnya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPON adalan
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang

sama besarnya dengan jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STPD adalah

surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;,

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan yang mempunyai tugas
menyelesaikan perselisihan perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Pajak Daerah;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan -
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Hotel
termasuk rumah penginapan lainnya.
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Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan di Hotel dengan

“pembayaran termasuk rumeh penginapan lainnya.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mesputi :
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
b. Pelayanan penunjang antara lain : telepon, faximile, telex, fotocopy.
pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yangd

disediakan atau dikelola Hotel; .
c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain : pusat kebugaran (fitness

center), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang
disediakan alau dikelola holel,

d. Jasa penyewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah :

2. Penggunaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggalnya
yang tidak dikenakan pembayarannya dan atau tidak dikomersilkan,

b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren,

hotel yang dipergunakan

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di
oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel;

e. Perlayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat

dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

Subjek Pajak adalah orang probadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas
_pelayanan hotel termasuk rumanh penginapan lainnya.

Pasal 6

Waijib Pajak adalah pengusaha hotel termasuk rumah penginapan lainnya.

BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 7

Dasar Pengenaan Pajgk adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hote!

termasuk rumah penginapan lainnya.

Pasal 8

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
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BAB IV JAK
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PA

Pasal 9

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

n tarif sebagaimana

2) Besarnya Pajak terutang dengan cara mengalika |
= . : ] ] v ; ak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8, dengan dasar pengenaan paj
dimaksud dalam pasal 7.

BAB V:
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11

Pajak Terutang dalam masa rajak terjadi pada saat diterbitkannya Sural
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pasal 12
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa

pajak.

(4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Peraturan dan
atau Keputusan Bupali. . :

‘ BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), Bupati
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.
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Pasal 14

. . al
(1) Wajib Pajak membayar sendiri SPTPD sebagaimana dlmaksgd pakda; Padsan'
12 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungka
menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupatl
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT:
c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, diterbitkan
apabila :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untux jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b. SPTPD tidak disampaikan dalam jar.gka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluk empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini,
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang
akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak lersebut.

(5j SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila

jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
‘pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada gayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atay tidak
sepenuhnya dibayar dalam Jgngka waktu yang telah ditentukan, ditagih
dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga 2% (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana di
(4) Pasal ini, tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan,

maksud pada ayat
melaporkan sendiri
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(9)

(1)

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk

oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB.
SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam &tau
dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

P_embayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar
2% (cua persen) sebulan dari jumlah pejak yang belum atau kurang dibayar.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata
cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan
Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
penerimaan. _ '

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh
Peraturan dan atau Keputusan Bupati,

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat |ain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
saat jatuh tempo pembayaran.
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(2)  Dalam jangka waktu 7 (1ujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak
yang terutang. '

(3)  Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati cq. Kepala Dinas.

Pasal 19

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waklu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan
Surat Paksa.

(2) Bupati Cq. Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21
(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis. '

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati cq. Kepala Dinas segera menerbitkan
Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang
pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintan melaksanakan Penyitaan, Bupati cq. Kepala Dinas mengajukan
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada

Wajib Pajak.
Pasal 23

Bentuk, jenis dan isian formukr yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
Pajak Daerah ditetapkan oleh Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberién pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

sebagaimana dim_aksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Peraturan dan atau
Keputusan Bupat.
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BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAS!

Pasal 25

(1)  Bupati karena jabatan atau Wajib Pajak, dapat :

a. Membetulkan SKPD algbazﬁglgniggoggl SKJPDK!JBT atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung dan
atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
Perpajakan Daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar:

c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga.
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikarenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atai pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB_.
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan
memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diterima,
sudah harus memberikan keputusan.

(4)  Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal ini, Bupati cq. Kepala Dinas tidak memberikan Kkeputusan,
permchonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau,pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

L Pasal 26

(1)  Wajib Pajak'dapat.m%gajukan keberatan kepada Bupati cq. Kepala Dinas--
alas suatu :
a. SKPD; .%
b. SKPDKB; - "%
c. SKPDKBT,
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT. SKEDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib
Pajak, kecuali apabila Wajlp Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3)  Bupati cq. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal's‘urqt p‘ermohonan keberatan sebagaimana c¢imaksud
pada ayat (2) Pasal ini, diterima, sudah memberikan keputusan.
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(4)  Apabila sudah lewat wakty 12 (dua belas) bulan sebagaimana climakiud
pada ayat (3) Pasal inj, Bupati cq. Kepala Dinas tidak memberikan
keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5)  Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. tidak
menunda kewajiban membayar pajak,

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dilerimanya
keputusan keberatan dari Bupali,

(2)  Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak
menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan
Daerah ini, atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan
Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

' BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan - permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati cq. Kepala Dinas secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

C. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2)  Bupati cq. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sudah harus *
memberikan keputusan.

(3)  Apabila jangka® waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
dilampaui, Bupali cq. Kepala Dinas tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian  kelebiran pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahyly utang pajal:;
dimaksud.

(5)  Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitk
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SKMKP), | rean
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(6)  Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setele’:!ah [;Ei?:;sl
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati cq. Kepf batan
memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlam
pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan Pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak I?;:ny?i'
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan IDaerd : |rn. :
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukua
Juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X
KADALUWARSA

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Waijib Pajak melakukan tindak picana di bidang Perpajakan Daerah.

(2)  Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
a. Menerima laporan atau pengaduan darj Seseorang tentang adanya
tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ity ditempat kejadlian dan
melakukan pemeriksaan:
C. Menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa landa
pengenal diri Tersangka;
Melakukan penyitaan benda dan atay surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka
atau Saksi;
g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara;

a

P

i. Melakukan tindakan lain menurut R
dipertanggungjawabkan. Ukum yang  dapat
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(3) Penyidik sebagaimana dim

aksud ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tah

BAB XV

un 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

BAB VI da

N BAB VIl Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah).

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana

pelanggaran

BAB XVi

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong.

Diundangkan di Tubei

Pada tanggal 31 Oktober 2007

Drs. SU DIE EDDY IRHA

memerintahkan pengundangan

ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Tabei
Pada tanggal 31,Cktober 2007
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pernuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV .
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
BAB VI dan BAB VII Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah).

2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana
pelanggaran

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya'akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di - Tubpi

Diundangkan di  Tubui
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERA
PR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2007
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